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BUPATI MURUNG RAYA
PROVINST KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/ 138 /2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2018-2023

BUPATI MURUNG RAYA,

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencananan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Runcangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Tentang Penctapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023;

+ 1.  Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor B8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
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9.

10.

114

12.

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republil Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalarm Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produlk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Re ublil%
indonesia Tahun 2018 Nomor 157); "




13.

14.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasl
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunarn Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017
tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g8 Tahun 20-18
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya N

2008 tentang Rencana Pembangunanbdanjéka lgamn(jla;rfgo I’)I‘:gl;g
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
'._2._016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
.-\;‘Iurung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1); dan




24, Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun
2019  tentang Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2013-2018. (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT

KIEESATU

KREDUA

DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2018-2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di Lingkup
Pemerintah  Kabupaten  Murung Raya Tahun 2018-2023,
sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupat int.

: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD)

Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 pada :

1 Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;

2. Inspektorat Kabupaten Murung Raya;
3. Sekretanat DPRD Kabupaten Murung Raya;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya,;

9. Dinas keschatan Kabupaten Murung Raya;

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Murung Raya,

7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Murung Raya;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Murung Raya;

Y. Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;

10. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;

11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung
Raya,

12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya;

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Murung Raya,;

l4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Murung Raya;

15, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Murung Raya;

16, Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya;

17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Murung Raya;

18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;

19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung
Raya;

20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Murung Raya;

2t Dinas  Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
Kabupaten Murung Raya;



92 Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Kabupaten Murung
Rava,;

23. Badan  Perencanaan e
Penigembangan Daerah Rabupaten Murung Raya;
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung

Raya;

Pengelolsan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
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31. Kecamazan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;

32 Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya;

>

3. Kecamatan Permata [ntan Kabupaten Murung Raya;

34. Kecaumatan St - Barito Kabupaten Murung Raya;

35 Kecamatas Banto Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya;
36, Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya;
37. Kecamatan Sungal Babuat Kabupaten Murung Raya;

33, Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya;

39, Kecamatan Senbu Rum Kabupaten Murung Raya.

KRETIGA . Rencana Strategs Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten

Murung Rayva Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi
vedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD} oleh Kepala Perangkat Daerah.

~

KEMPAT - Keputusan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Temdbusar dsampailan kepada Yeh ¢
! Darelgtur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementernian Dalam Negeri di )
2 Gubernur Kalunanran Tengah di Palangka Raya. ger di Jakarta;
- Kepais Bappedabtbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Kepala Baro Hukum Setda Provins Kalimantan Tengah di Pelangks Raya;
5. Masing-masiog Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan di Purak Cabu.
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BRUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45 / 84 / 2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Menumbang

Mengingat

i |

b

K

(RENSTRA-BPBD) 2018-2023
BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a,
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendahan Dan
Evaluast  Pembangunan  Dacrah, Tata Cara Evaluasi
Nancangan Peraturan Dacrah lentang Rencana
Pembangunan Jangka Pamjang Daerah  Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemenntah Daerah, perlu dibentuk Tim
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Rabupaten

Murung Rava,

bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a, periu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
tentang Tim  Penyusunan Rencana Strategis  Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya
{(RENSTRA-BPBD) 2018-2023

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung  Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Banto Timur di Provinsi
kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Pamjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

-
i
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4. Undeng Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (lembaran  Negara Republik
Indnnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Neginin Republik Indonesia Nomor 5587) sebagammana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang
Nomar @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang
PFemerintihan Daerah  (Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 5679),

5 Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017

tentang  Tata Cara  Percencanaan, Pengendalian  Dan
Pembangunan Daerah, Tala Cara Evaluasi
Rancangan Peranturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Punjang Daerah Dan Kencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kena Pemenntah Daerah;

Evaluas:

6. Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Provinsi Kalinantan Tengah Tahun 2005-
2025 {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2006-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalirmantan Tengah Nomor 88);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 -
2028 (Lembaran Dacrah Kabupaten Murung Raya Tahun
2008 Nomor 66},

9 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMDj Kabupaten Murung Raya
Tuhun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2013 Nomor 134j;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Nomor 38 ),




Menctapkan

KESATU

KEDUA

L1, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016
tentang kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Raya {Berita Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2016 Nomor 244);

12 Peraturan Daerah Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Dacrah Kabupaten Murung Raya;

13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

{(RENSTRA-BPBD) 2018-2023

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan orientasi tentang Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2018 - 2023;

2. Melakukan penyiapan dan pengolahan data dan
informasi;

3. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2018 - 2023 yang meliputi :

analisis gambaran pelayanan;

analisis permasalahan;

penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

analisis isu strategis;

perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja

dalam rancangan awal RPRJMD;

f.  perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target
kinerja Perangkat Daerah; dan

g perumusan rencana  program, kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok
sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf { serta
program dan pagu indikatil dalam rancangan awal
ROAD S ririor e e
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10.

11.

Menyusun Ranwal Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 -
2023 dalam sisteimatiaka yaitu .

pendahuiuan;

gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

permasalahan dan 1su strategis Perangkat Daerah;
tujuan dan sasaran;

strategi dan arah kebijjakan;

rencana program dan kegiatan serta pendanaan,;

kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

penutup.

Mcnyempurnakan Ranwal Renstra tersebut berdasarkan
Edaran Bupati Murung Raya tahun 2018 tentang
Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2018 - 2023;

Membantu Kepala Badan untuk menyiapkan dan
melaksakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;

Menyempurnakan Rancangan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya tahun 2018-2023 berdasarkan berita acara dengan
sitematika sesual Permendagr no 86 Tahun 2017 Pasal
111;

Menyampaikan Rancangan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya tahun 2018-2023 kepada Kepala Bapplitbangda
Kabupaten Murung Raya untuk di verifikasi paling
lambat 10 han setelah pelaksanaan forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya tahun 2018-2023 dan menyampaikan kembali
hasil perbaikan kepada Kepala Bapplitbangda paling
lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya;

Penyempurnaan Rancangan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya tahun 2018-2023 menjadi Rancangan Akhir
(Ranhir) Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023
berdasarkan Perda tentang RPJMD dengan sitematika
sesuai Permendagr: No 86 Tahun 2017 Pasal 111;

Menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2018-2023 kepada Kepala Bapplitbangda
untuk diverifikasi paling lambat 1 minggu setelah Perda
RPJMD ditetapkan;



KETIGA

KEEMPAT

12, Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Akhir {Ranhir)
Renstra  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dan
menyampaikan kembali hasil perbaikan ke Kepala
Bapplithangda  Kabupaten Murung Raya, vang
sclanjutnya disampaikan kepada Kepala Dacrah melalui
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam DPA-
BPBD Kabupaten Murung Raya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

RALINAN SESTTR DRNGTR BIONVA Ditetapkan di Puruk Cahu

Pombiina TR (1 1h) ¢
NIP. 19830200 196302 1 609

pada Tanggal 28 Januari 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd
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Tembusan disampaikan kepada Yth;

A 305 e

Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
Masing-masing yang bersangkutan
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TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA

STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA {RENSTRA-BPBD) 2018-

2023
o B T fie—— JABATAN
NO. NAMA | JABATAN STRUKTURAL | DALAM
" — | TIM
1 | 2 N 3 4
| TIMINTY 200 i e
1 | Ir. MARKUDIUS DANI, MT Kepala Badan Ketua
,W‘Z__L_Ml:?_fl_g NOOR RAHMAN, M.Pd | Sckretaris Badan Sekretaris
| 1" "Kabid. Rehabilitasi dan
{ r ; z
3 |HAYATDIN, S.P,MAP | Rekonstruksi Anggota
1 S
} ' Kabid. Kedaruratan dan
4 } |
;H A. b‘:’AFHm M | Logistik Anggota
| 5 | ROLLY ISMANTO, ST Kabid. Pencegahan dan Anggota
i Keswapsiagaan
| = KELOMPOK KERJA/ ‘
;fsms'rm'r !
Kasubbag. Perencanaan -

8 | TRI P RENANINGTYAS, SE
! ____dan Pelaporan

i PLt. Kasubbag. Umum dan Wakil

e gt emntis i

9 | INDRA JAYA SAPUTRA, SE ;
{ Kepegawaian Ketua

10 | AULIA RAKHMAN, A Md Tenaga Kontrak Sekretaris

11 “hi - JAWESDIN DAMANIK, S.Hut | Kepala Seksi Pencegahan Anggota
| 12 | SURIANTHO, A.MD.Pd Kepala Seksi Rekonstruksi | Anggota
! 13 | LISA SEFTIAN], S.Sos Kepala Seksi Rehabilitasi Anggota
| 14 | HAIRINSYAH Kepala Seksi Logistik Anggota
i 15 | M. ROBIYANNOR, 8.Sos Kepala Seksi Kedaruratan Anggota
| 16 | IPEDA RIANSYAH, SE Kepala Seksi Kesiapsiagaan |  Anggota
3 }_?;L‘HIDAYATURRAHMAN SE Plt. Kasubbag. Keuangan Anggota

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

PERDIE
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KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang — undang 23 tahun 2014
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangnan jangka panjang daerah.
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah, dimana PD wajib menyusun Renstra sebagai turunan Perda Nomor ..
tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2023 sebagai rujukan semua PO
dalam menyusun Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya merupakan suatu dokumen penting yang harus ditetapkan sebagai suatu
acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan,
Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima
tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya.
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Akhir kata kiranya dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan
kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, 01 Apnil 2019

Kepala Pelgksana

......

A DIUS DANI, MT
PebinaWtama Muda (1V/c)

DG AB30215 199203 1 007

———
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus
memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD
disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap
organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat
Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan
pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan
lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem
perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah
mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini
dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan
proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum
Perangkat Daerahllintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan
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penetapan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya mengacu pada dokumen RPJMD Murung Raya juga mempertimbangkan
sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan
umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah
disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah
merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah.
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang
digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180),

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700),

4  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangnan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005~ 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2006-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya
tahun 2008 — 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun
2008 Nomor 66);

12.  Peraturan Daerah Kabupeten Murung Raya No. 11 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya.
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38 ),

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Murung Raya Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 4)

15. Peraturan Bupati Murung Raya No. 33 tahun 2014 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana daerah
kabupaten Murung Raya.

16. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ini antara lain adalah :
Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman umum
(guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan
Penanggulangan Bencana Daerah didalam melaksanakan tugas, fungsi dan
tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan
kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di
Kabupaten Murung Raya
Tujuan

a. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati
sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Murung Raya;
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b Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur,
baik dalam bentuk LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun
sebagai  bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Partanggungjawaban Kepala Daerah.

¢ Menetapkan Arah Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Murung Raya
serta sebagar pedoman dalam Penyusunan Renja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. | Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2, Landasan Hukum
1.3.  Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab. Il Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
4§ Sumber Daya BPBD
2.2.1 Sumber Daya Manusia
2.2.2 Sarana dan Prasarana
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD
24.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Bab. Il Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BPBD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan

3.2, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3.  Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.4, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5, Penentuan Isu-Isu Strategis
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Bab. IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
4.1.1. Tujuan

4.1.2. Sasaran
Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategis dan Kebijakan

5.1.1. Tujuan
5.1.2. Sasaran

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Memuat rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab. VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab. VIll Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB I

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Mengacu Pada Peraturan Daerah Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang
tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala- Badan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan
serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana.
2. Menyusun Protap penanggulangan bencana.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang
pencegahan dan kesiapsiagaan.
5. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
kedaruratan dan logistik.
6. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca
bencana .
7. Pelaksanaan kegiatan tata usaha badan
8. Pengoptimalisasi kinerja badan mencapai visi dan misi kabupaten.
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Susunan Organisasi Badan Penangguiangan Bencana Daerah terdin dari
1. Kepala Badan
2. Sekretaris

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan
2.3 Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.1 Kepala Seksi Pencegahan
32 Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4 Bidang Kedaruratan dan Logistik
4.1 Kepaia Seks: Kedaruratan
42 Kepala Seks: Logistik
5. Bidang Rehabilitas: dan Rekonstruks:
51 Kepala Seks: Rehabilitas:
52 Kepaia Seksi Rekonstruks!

Struktur orgamisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya
(Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014)
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Tabel 2.1.
Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya

. No. Jabatan Ringkasan Uraian Tugas

TS, R e ——— S ——

1. | Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

| | Bencana Daerah mempunyai tugas pokok
| membantu kepala Badan melaksanakan tugas
pokok dan fungsi dalam penanggulangan
bencana daerah yang meliputi prabencana, saat |
tanggap darurat dan pascabencana secara
terintegrasi.

1

'No. | Jabatan Ringkasan Uraian Tugas

. 2. | Sekretaris a. Merumuskan, merencanakan rencana kegiatan

e

program kerja dan anggaran badan;

b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan
mengacu program kerja yang sudah ditepatkan

c. Mengelola urusan tata usaha, surat menyurat,
rumah tangga dan perlengkapan/perbekalan,
hukum dan hubungan masyarakat;

d. Meleksanakan pengelolaan urusan adminitrasi
kepengawaan dan keuangan,

e. Mengevaluasi kinerja kesekretariatan terkait
pelayanan kepengawaan, keuangan,
ketatausahaan, asset dan urusan umum;

f. Menjaga dan memelihara sarana praarana,
aset kekayaan badan;

g. Membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan

| kesekretariat,

; h. Memberikan masukan dan sarana kepada

; pimpinan terkait tugas-tugas kesekretariatan;

i. Melaporkan  pelaksanan  kegiatan dan
permasalahan dibidang kesekretariatan:

j. Memberikan penilaian terhadap sasaran
kinerja pegawai;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
pimpinan;
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‘Kasubbag Perencanaan dan

Pelaporan

2.2

Kasubbag. Keuangan

23

Kasubbag. Umum dan
Kepegawaian

a. Manghimpun, mengklasiikasi dan meﬁgolahg
data  dan  bahan-bahan  untuk  penyusunan |
anggaran  serta melakukan  dokumentasi
peraturan  undang-undang  yang b@rkartan

dengan program dan kagadﬂan
pananggulangan bencana daerah,
b, Menginventarnsir permasalahan serta |

melaksanakan pemecahan permasalahan yang |

berkaitan dengan sub bagian perencanaan dan |

pelaporan, |

Merencanakan, melaksanakan, |

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan |

kegiatan sub bagian perencanaan dan‘
pelaporan; =

d. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan
dan pembahasan dokumen (RESTRA, RKT, |
RKA, DPA dan DPPA), ;

¢. Menyiapkan pelaporan akuntabilitas kinerja |
(LAKIP), LKPJ dan LPPD, SOP dan SPM, ,i

f. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan data |
dan informasi program dan kegiatan BPBD,

¢. Menyiapkan materi paparan dan bahan
Rakordal,

h. Menghimpun data dan penyusunan profil
kelembagaan;

i. Melakukan pembinaan dan pengawasaan
melekat kepada para staf yang dibawahinya
dan penilaian terhadap sasaran kinerja
pegawai,

j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh
pimpinan;

Kepala Sub Bagran Keuangan mempunyal tugas
pokok pengelolaan, pengendalian keuangan,
analisis, realisasi, pembukuan, administrasi
keuangan, pembinaan bendaharawan dan
pelaporan pelaksaan anggaran.

|
]
s
|
|

‘Kepala Sub ‘Bagian Umum dan Kepegawmn
mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi
perkantoran, kearsifan, perlengkapan, urusan
rumah tangga dan asset, protokol dan kehumasan,
administrasi kepegawian organisasi tatlaksan&
analisis jabatan dan dokumentasi peraturan
perundang—undangan

e e b b e e e . . e e —
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131

3.2  Kepala Seks: Kesiapsiagaan

"4

41

" Kabid. Pencegahan dan
' Kesiapsiagaan

‘Katid  Kedaruratan

Logstik

" Kepala Seks: Kedaruratan

42 Kepala Seksi Logistk

5

:'5?

" Kepala Seksi Pencegahan

-

an

P e
: Rekonstruks:

"Kepala Seks: Renabiltasi

“Kepala Seks: Pencegahan mempunyai tugas

‘Kepala Seks: Kesapsiagaan mempunyai tugas |

' Kepata Bidang Kedaruratan dan  Logistik

Kepala Seks: Kedaruratan mempunyai tugas

“Kepala Bdang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

mempunyal tugas pokok membanty kepala |
peiaksana dalam mengkoordinasi dan
melaksanakan kebyakan diidang pencegahan,
mihgas: dan kesapsiagaan pada prabencana serta
dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat,

pokok memantau dan menyiapkan data-data dan
banan berkatan dengan sumber bahaya dan
ancaman bencana

pokok menyiapkan bahan dan data dalam rangaka
pembenan dukungan feknis peringatan  dini
terhadap bencana penyuluhan, pelatihan dan
glad: tentang mekamsme tanggap darurat serta
memutakhiran prosedur tetap tanggap darurat
pencana dan pemberdayaan peran serta
masyaraka! dalam kesiapsiagaan menghadaoi
bencana dan penanganan kebakaran.

SN, |

mempunyal fugas pokok membantu Kepala
pelaksana  dalam  mengkoordinasikan  dan
meiaksanakan kebyakan penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan

logistik

pokok penyiapan data, bahan dan sumber daya |
dalam menentukan status keadaan darurat
bencana, penyiapan langkah-langkah
penyelamatan dan evakuasi penanggulangan
bencana.

Kepala Seksi Logust]k mempunyat tugas pokck
meiakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan
- dan distribusi logistik dan peralatannya.

SRR Lo B

T

'Kepala Bidang Rehabilitas dan Reko?%i'r"ﬁksie

mempunyai fugas pokok membantu kepala |
pelaksana dalam mengordinasikan dan |
' melaksanakan kebijakan dibidang rehabilitasi dan
rekonstruksi pada wilayah pasca bencana
. didasarkan analisis kerusakan dan kerugian ak:bat
~bencana. -

Kepaia Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok

_ melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan

11
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[ lingkungan daerah bencana, perbaukan prasarana |
| dan sarana umum, pemulihan social psikologi,
1pelayanan kesehatan, rekonsilisasi dan resolusi
konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya |
serta pemulihan fungsi pemerintahan dan |

pelayana publik.
5.2 | Kepala Seksi Rekonstruksi Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas |
pokok melakukan rekonstruksi wilayah bencana |
melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana
dan sarana, sarana  sosial masyarakat,
Ipenlngkatan kondisi sosial masyarakat, ekonomi
| dan budaya, peningkatan fungsi dan pelayanan
publik serta partisipasi dan peran serta lembaga
dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta
masyarakat.

1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya berdasarkan
peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon lib; 4 (empat )
orang Eselon lllb yaitu sekretaris dan kepala bidang, serta 9 (sembilan) orang
Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag dan 6 (enam) kepala seksi.
Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan
kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam
menciptakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai center of
knowledge dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana
lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan
diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan jenis- kelamin terdiri dari 20.
orang laki-laki dan perempuan sebanyak 3 orang, sebagaimana disajikan dalam
Tabel 2.2. Sedangkan komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana
Daerah berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang,

12



No|  Uraian

4. | Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Honstra HPRO 010 202

golongan 1l sebanyak 14 orang dan golongan |l sebanyak & orang dapat

dilingt pada Tabel 23 dan sisa terdin dan tenaga kontrak sebanyak 37 orang

Adapun  komposisi  pegawai  berdasarkan tingkat pendidikan  yaitu Pasca

Satjana (5-2) 5 orang, Sarjana (5-1) 11 orang, Diploma 2 orang, dan sisanya

yang barpendidikan SLTA sebanyak 7 orang atau seperti tertera pada Tabel

2.4,

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No Uraian
i ] Kepala Badan

2. | Sekretariat
3. | Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan
4. | Bidang Kedaruratan dan Logistik

s e

5. | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |

TOTAL

1. | Kepala Badan

2. | Sekretariat

3. | Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

o TOTAL

JENIS KELAMIN
LakHaki ] Perempuan Juf_"'ah_
1 1
e 1
5 2 7 {
4 4 |
6
5 6
21 3 24
Tabel 2.3 Rekapitulasi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya
Berdasarkan Golongan Tahun 2019
o ~ Golongan Jumiah |
1on 1] v
— - 1 1
2 4 1 7
1 "
2 4 - 6
1 3 2 6
6 14 4 24

Tabel 2 2 Rekapitulasi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya

13
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Tabel 2 4 Rekapitulasi PNS Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya

No

1
2

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

. Uraian  SLTA D3 ' S1 S2 S3  Jumiah |
fKepalaOucpn = | - - | - ;1 1.0 1
Sekretanat 2 1 3 v - 7T |
Bidang Pencegahan dan \ ) 3 0 - - 4 j
. Kesiapsiagaan _ i _ SR SR S S FI
' Bidang Kedaruratan dan 3 i 4 2 oL 6 !
. Logistik , _ \. - !
Bidang Rehabittas: gan s 5 3 001 | - | 6 1
. Rekonstruks: i i S N, N
| TOTAL 7 2 M, 4 |- 24 |

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana Jan Prasarana pendukung keguatan Badan Penanggulangan
Bencana Daeran Kabupaten Murung Raya adalah Gedung kantor untuk
sementara menempat bangunan terminal Bahitom, Aula Kantor 24 m?
Kendaraan Dinas sebanyak 25 Unit terdin dan Roda 6 (enam) 1 unit, Roda 4
{empat) 't unit Roda 2 (dua) 38 unit, Speedboat 1 Unit, Perahu Motor 1
unit. Perahu Tempel ' Unit, Laptop sebanyak 7 unit, Personal Komputer (PC)
sebanyak 11 unt,  Saluran Telepon/Janingan Internet sebanyak 5 Line dan
ruang rapat/Aula yang memada: dapat menampung 40 Orang.

1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai satuan kena yang relatif baru Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Murung Raya dituntut untuk terus mensosialisasikan
keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka
menghindarn terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran PD lain yang
sugah ada Dengan demikian, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud
penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran
sebagal koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan
bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang

14
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Bersital mendadak hanya untuk “langgap darurat”, akan tetapr juga meliputi

berbagal aspek balk sebelun (pra bencana), maupun pada saat bencana dan

astolah bencana (pasca beancana) ity sendin

Tabel 2 3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Inddikaton Kine)ja
gesuai Tugas dan
Fungsi BPAD

Cakupan palaysian
tetcane kelakaian
hatugraten

fingkal  wakiu tanggep
(resjHnse Hine fale}
daerslh  layanan Wilayah
Manajermen Hebakaiah
(WiMI)

I'eteeilase ajral alur
pemadam kebakaran yang
mvarmanithi slandar
hialifihas|

1 artanganinya hotban
Bentana alam

| e

MasyarakatiAparatiy  yang
mendapat Palatihan
Penanggulengan lencana

1 Cakupan  Wiayah  yang

terkurangi Risko Bencans

Kayiatan
Rahabilitasi dhany
Hekontreuksl  di  Dasrah
Bencans

Tniget B1M

1 Palayanan

infornasi Fawais
Iarcana

F Palayanan

PPerwegahat dan
Keaiajmiagaan
Teitiadap Hancana

1 Pelayaian
Fanyelamalan den
evakuas! koiban
bencana

Targel IKK

Target
Indikator
Lainnya

Kabupaten Murung Raya
Tahun 2013 - 2018

Realisasi Capaian Tahun

2013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018
e S -
1
|
I70 82 85 90
% % % %
48 20 32 30
Menrt Menit Menit Menit
60 50 86 90
% % % %
1.250 3.273 1.300 1.000
95 170 190 250
45 58 98 98
% % % %
40 30 45 60
% % % %

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai, namun demikian periu

terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen perencanaan sehingga lebih

implementatif dalam pelaksanaannya.

15
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Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Murung Raya

| R Anggaran pada Tahun (Rp)
S T N S—— e

| 2004 | 2015 | 2006 | 2017 [ 2018
: ifj:f‘g’gj:{;dﬂk “’ m}eai 000,000, 00 | 21619(3}_000”00 2:214.000.000,00 ! 2667.150,000,00
| 2 g Belanja Langsung ‘ R 9236150-00.0_?0J 605210076000 | 4.496.859 674,05 E 13.483.014.964.00
) ? Realisasi Anggaran pada Tar)un (Rp}_ B e
Moo T e | aos | a0t A T
1 1 f;l‘;“;!:nTg'dak |- 161043080700 | 2075574761,00 "_2023 71814400 | 2516274, 25190
2| Belanja Langsung | 871298557800 | 594217262100 | 440612751300 | 11_4‘73 721391 00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

Seperti halnya pembangunan bahwa tantangan utama dalam
penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah
sebagai berkut:

a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar kebijakan, peraturan dan
prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling
bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;

b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan
masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;

c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap
darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak
ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;

d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan
penanggulangan bencana;

16
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Sedangkan peluang yang dapal dhembangkan sesuar  dengan

pengembangan PERANGKAT DAERAM adaiah sebaga: benkut

©

Tersedianya iandasan hukum penyelenggaraan penangganan bencana
dengan terbinya UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
dan aturan-aturan turunannya yang lertin dan Peraturan Pemenntah,
Perpres Peraturan Menten dan Pecaturan Kepaia BNPS serta Peraturan
Kepaia Daerah sampa saal m reguias: untuk penanggulangan bencana
terus menerus diperbahany: dan disempumakan;

Sudah terbentuknya Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya sebaga: salah satu lembaga yang menangan secara khusus
PENANGGUANgAn Dencana daaran

Selanutnya acaan semann bertambannya perhatan pemernntah dan
lembaga-lembaga usaha pendidikan pada sy pengurangan resiko
bencana fterulama terkat dengan kecenderungan perubahan klim global
vang gampaanya kan memburuk dimana penanggulangan bencana dan
pengurangan resiko bencana sudah menjad tanggungjawab bersama

17
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PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Indentifikasi permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.1
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD
‘ 'No | Jenis Pelayanan Publik | Permasalahan Tugas _Faktor yang Mempengaruhi |
| dan Fungsi BPBD Penghambat Pendorong |
N 2 3 4 5
1. | Sarana dan Prasarana Masih Kurangnya Alokasi Adanya
! jumlah dan jenis sarana | anggaran yang | dukungan
3 dan prasarana masih belum bantuan dari
| mencukupi BPBD Provinsi
§ - dan Pusat
| 2. | Penyusunan Program Belum terintegrasi Penyusunan Pedoman dan
g dan Rencana Kegiatan perencanaan program program arahan
; secara lintas sektor dan | dilaksanakan kebijakan
! | lintas wilayah persektor dan | nasional
; tidak terpadu penyelanggaraa
.’ n PB
3. | Pencegahan dan Seruan dan himbauan | Masyarakat Perlunya
kesiapsiagaan terhadap | peringatan ancaman tidak mau penyiapan
potensi bencana bencana kurang meninggalkan | segala-
direspon tempat peralatan dan
tinggalnnya perlengkapan
PB
i 4. | Penyelamatan dan Korban bencana lebih Korban Tim Reaksi
| evakuasi masyarakat suka bertahan di rumah | bencana Cepat (TRC-
terkena bencana sendiri untuk menjaga | terkadang yang terampil
harta kurang peduli dan
keselamatan perlengkapan
jiwanya yang memadai
5. | Perbaikan lingkungan, Pembangunan Memerlukan Dana bantuan
sarana dan prasarana rehabilitasi dan dana yang dari pemerintah
umum rekonstruksi tidak banyak dan dan masyarakat
mudah kajian teknis
lapangan
18




| Renstra BPBD 2019 - 2023

l LN
o

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun
mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah
dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Tahun
2019-2023 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang
Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan
Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030"

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang
berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Murung
Raya. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju
kondisi ideal yang diinginkan.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

| Masyarakat sejahtera : Adalah kondisi masyarakat Kabupaten

| yang Mandiri Murung Raya yang secara lahir dan batin

1 mendapatkan rasa aman dan makmur

i dalam menjalani kehidupan secara Mandiri.

! Bermartabat . Adalah kondisi masyarakat yang
mempunyai harkat yang baik dan berbudi
pekerti yang luhur.

Pembangunan Perdesaan : Adalah proses dimana masyarakat

perdesaan memanfaatkan potensi
perdesaan untuk meningkatkan taraf hidup

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Murung Raya
sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Murung Raya berperan sebagai fasilitator dan
dinamisator pembangunan
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Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan
rumusan  umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas
maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Murung Raya untuk
peniode 2019 - 2023, sebagai berikut

Visi di atas akan dicapai melalui lima misi, yang disusun menurut prioritas

sebagai berikut

(1} Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu
dan kompetitif.

(2} Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro
ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan
kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk
unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.

\3)  Menciptakan reformasi birokrasi pemerintah dan meningkatkan
kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan
politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.

(4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan
memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan
desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana
infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat
pengembangan wilayah.

(5) Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal yang
kreatif dan inovatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sangat berperan dalam rangka merumuskan
sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam merumuskan perencanaan
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yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam

mencapai visi dan misi kepala daerah.
Melihat identifikasi permasalahan di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan

misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Benmartabat Melalui Pembangunan Berbasis
Pedesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030

sarana dan prasarana
infrastruktur dari perkotaan
sampati pedesaan untuk
memperkuat pengembangan
wilayah

. Seruan dan himbauan

peringatan ancaman
bencana kurang
direspon

. Korban bencana lebih

suka bertahan di rumah
sendiri untuk menjaga
harta

. Pembangunan

rehabilitasi dan
rekonstruksi tidak mudah

3. Masyarakat tidak mau
meninggalkan tempat
tinggalnnya

4. Korban
terkadang
peduli
jiwanya

5. Memerlukan dana
yang banyak dan
kajian teknis lapangan

bencana
kurang
keselamatan

No. Misi dan Program KDH dan Permasalahanlayanan | ~~ ~~~~~~~~~ Faktor
WHKDH terpilih Perangkat Daerah Penghambat Pendorong

(1 2 3 (4 (5)

1 Misi : . Masih Kurangnya jumiah | 1. Alokasi anggaran | 1. Adanya dukungan
Meningkatkan Pembangunan dan jenis sarana dan yang masih belum bantuan dari BPBD
vang berkelanjutan dengan prasarana mencukupi Provinsi dan Pusat
memperhatikan tata ruang . Belum terintegrasi | 2. Penyusunan program | 2. Pedoman dan arahan
wilayah hutan, perkotaan, perencanaan  program dilaksanakan kebijakan nasional
kelurahan dan desa serta secara lintas sektor dan persektor dan tidak penyelanggaraan PB
percepatan pembangunan lintas wilayah terpadu 3. Perlunya penyiapan

segala peralatan dan
perlengkapan PB

4. Tim Reaksi Cepat
(TRC vyang terampil
dan perlengkapan

yang memadai

5. Dana bantuan dari
pemerintah dan
masyarakat

3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk menentukan isu strategis di Kabupaten Kabupaten Murung Raya
diperlukan analisa terhadap Renstra Instansi vertikal agar dapat dilakukan
sinkronisasi kebijakan sesuai dengan konteks Kabupaten Murung Raya. Berikut
hasil analisis Renstra BNPB terhadap BPBD Propinsi Kalimantan Tengah :
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Tabel 3 3 Visi, Misi dan Sasaran Strategis BNPB dan BPBD Provinsi
Kalimantan Tengah

_  VisiBNPB
Ketangguhan Bangsa Dalam
Menghadapi Bencana

|
| ~ Misi BNPB
{1
|  bencana dengan
budaya pengurangan nsiko bencana
| dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana menjadi bagian
yang tenntegrast
| pembangunan nasional:
1 2. Membangun sistem penanganan
. darurat bencana secara cepat, efekuf

pengurangan rnsiko bencana,

tata kelola
penanggulangan bencana;

5. Menyelenggarakan penangg,;ulanganE

bencana secara transparan dengan
__prinsip good governance.

‘Melindungi bangsa dar ancaman
membangun

dalam

dalam

i dan efisien, i
- 3. Menyelenggarakan pemulihan
' wilayah dan masyarakat
pascabencana melalui rehabilitas
dan rekonstruksi yang lebih baik |

yang terkoordinasi dan berdimensi

4. Menyelenggarakan dukungan dan
logistik dan peralatan

Visi BPBD Kallmaman Tengah
Mewu;udkan masyarakat Kalimantan
Tengah yang tangguh dalam

Penanggulangan Bencana
Misi BPBD Kahmantan Tengah

1
! — -

1 Mengembangkan  tata  kelola
penanggulangan bencana

2. Memperkuat kapasitas kelembagaan
penanggulangan bencana

3 Memberdayakan masyarakat dalam
penanggulangan bencana

4. Membangun kerjasama antar |
pemangku  kepentingan dalam

penanggulangan bencana

|
|
|

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana
pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari
rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi

perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan

lima tahun

mendatang, kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah

dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan
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lancar dan bakk Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kapan ingkungan
hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan
dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan, dengan tdak
menganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan
pembangunan bidang kebencanaan sangat erat sekali Penanganan
kebencanaan memerlukan dukungan rencana tata ruang wilayah serta
kajan lingkungan hidup strategis penanganan bencana.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional
nasional maupun global serta memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten
Kabupaten Murung Raya dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat
manajenal untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka
dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-
isU yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan
dengan amanat RPJMD Kabupaten Murung Raya dengan konsekuensi
menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan
yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan
peran darn responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana
yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat
sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan
program pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 — 2023.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Murung
Raya pada saat ini dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara
lain adalah:

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi diwilayah-wilayah tertentu
seperti Kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, angin puting
beliung dan kekeringan.

2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang
kebencanaan dan cara-cara menghadapinya.

3. Pola pembangunan yang kurang memperhatikan resiko bencana dan
belum menjadikan masalah bencana kedalam prioritas pembangunan.
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4. Kurangnya koordinasi dan janng komunikasi dalam penanggulangan
bencana.

Q8 Renstra BPBD 2019 - 2023

5. Belum terintegrasi pemulihan pasca bencana lintas sektor

3.5. Penentuan lsu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
Penanggulangan Bencana karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan
datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional
maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan
terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada
tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-
permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan
permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah
karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat
dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan
rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2019 - 2023 yakni :

1. Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko
serta mengantisipasi korban akibat bencana:

2. Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada
saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;

3. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan
pasca bencana;
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Murung Raya, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam
S (hma) tahun ke depan yaitu .

Terwujudnya Informasi Bencana, Pelayanan dan Penanganan Bencana serta

Penataan Pasca Bencana Bag: Masyarakat secara efektif dan Profesional.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi Meningkatkan
pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang
wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai
perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah. Tujuan sebagaimana
tersebut diatas Dberkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Raya. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya diharapkan menjadi koordinator yang mampu
menghasilkan Penanggulangan Bencana yang baik, selaras dengan RPJMD dan
konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui
pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan
misi pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Badan Penanggulangan Bencana
Daerah menetapkan sasaran strategis :

Meningkatnya Informasi Rawan Bencana, Pengurangan Resiko bencana,
Penangganan Kedaruratan Bencana dan Pemulihan Dampak Bencana
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Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Sasaran . Indikator Kinerja Utama | Tahun

| sarana prasarana i ;

No., Tujuan
 — | 2019 2020 2021 2022 2023
I R - 3 4 I € 7 8 9
1 Terwujudnya | Meningkatnya 1. Cakupan pelayanan i f
i Informasi Bencana. Pengurangan Resiko | bencana keba{caran ! 30 ‘ ?0 ! ?/5 ZG Z/G
| Pelayanan dan : bencans | | = | = 3 = " ’
i Penanpgansn Bencana |2 Tingkat waktu tanggap ;
| serta Penataan Pasca {response time rate) | { !
| Bencana Bagi daerah layanan Wilayah | 22 | 2,0 ?2 j Z,S Zg
. Masyarakat secara Manajemen Kebakaran i :
| efektf dan {WMK)
| Profesional. | 3. Persentase korban i
| bencanayangmenerima | 50 | 60 65 70 70
4 | bantuan sosial selama % % | % , % %
| | masa tanggap darurat i I
i ‘, . 4. Persentase korban } f |
! { ! bencana yang dievakuasi | 50 | 80 ‘ 65 | 70 | 70
! : dengan mengunakan 1 % | % | % " o

| tanggap darurat lengkap .
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

%

N

Menyelaraskan, menjabarkan dan mengembangkan peraturan
penanggulangan bencana yang memadai

Meningkatkan SDM serta sarana prasarana dalam penanggulangan
bencana;

Meningkatkan dan mengembangkan jejaring penanggulangan Bencana;

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya
Manusia (SDM) penanggulangan bencana yang berkualitas;

Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana yang dinamis,
akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna untuk
memantapkan desentralisasi penanggulangan bencana yang bisa
dipertanggungjawabkan

5.1.2. Kebijakan

1.

2

Kebijakan Internal

a. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya
Manusia dibidang penanggulangan bencana;

b. Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana yang
dinamis, akuntabel dan transparan;

c. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.

Kebijakan Eksternal

a. Peningkatan kualitas penanggulangan bencana secara terencana,
terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh;

b. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan unsur
pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap
pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
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c. Mengutamakan pengurangan resiko bencana dengan tetap

melakukan penanganan darurat yang cepat dan akurat;

d. Meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan bencana,
mengembangkan Sistem Kewaspadaan Dini.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

Visi :
Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Pedesaan Menuju
Murung Raya Emas Tahun 2030
(Misi:
Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta
percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai pedesaan untuk memperkuat pengembangan
wilayah

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan
Terwujudnya Informasi | Meningkatnya Pengurangan | Meningkatkan peran serta dan | 1. Penyampaian  informasi
Bencana, Pelayanan dan | Resiko bencana kemandirian masyarakat dalam Dini tentang resiko
Penanganan Bencana serta upaya pencegahan dan bencana
Penataan Pasca Bencana Bagi Kesiapsiagaan dalam
Masyarakat secara efektif dan menghadapi bencana . Peningkatan SDM Personil
Profesional. dan Masyarakat tentang

______ ) penanggulangan bencana
Meningkatkan penanganan . Peningkatan penanganan
kedaruratan dan penyediaan bencana secara
logistik/peralatan tanggap,tangkas tangguh

. Peningkatan ketersediaan

peralatan dan logistik
sesuai dengan kebutuhan
penanganan bencana

Meningkatnya Pemulihan dalam
bentuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana

. Peningkatan

. Peningkatan

rehabilitasi
pasca  bencana pada
kawasan bencana
rekonstruksi
pasca. bencana- pada-
kawasan bencana
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan rumusan strateq: kebijakan diatas, penjabaran program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya lima tahun mendatang adalah sebaga: berikut :

Sekretariat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penzinan Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administras: Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerna

Penvediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen instalas: Listnk/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peraiatan dan Periengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran

Rapat-Rapat Keordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeiiharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat

Daerah

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
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- Penyusunan Renja/Renja Perubahan
- Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)
- Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa
- Monitoring Evaluasi Gerbang Desamu

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana
- Simulasi Penanggulangan Bencana
- Pencegahan dan Pengendalian Resiko Bencana

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Program Darurat Bencana
- Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah
- Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana

Program Logistik dan Peralatan
- Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana

- Penyediaan Peralatan Kebutuhan Kebencanaan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencan
- Dukungan Pelayanan Standar Minimal Kesehatan dan Gotong royong

Masyarakat Pasca Bencana
- Kajian Teknis Kebutuhan Pasca Bencana

Pada hakekatnya sepuluh program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
diatas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program
pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
pada periode lima tahun kedepan (2019-2023). Rincian kegiatan dari masing-masing
program untuk sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah adalah disajikan  dalam  tabel berikut ini
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BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Murung Raya tahun 2019-2023, telah memuat beberapa indikator kinerja
yang harus dicapai olen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator
tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai
selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

Berikut ini disampaikan tabel indikator kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kendisi
Kondisi Kinerja
Kinerja pada
Target Capaian Setiap Tahun N
No. Indikator pada awal akhir
perode perode
RPJMD RPJMD
Tahun 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2023
1 2 3 4 ] 6 7 8 9
1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 40 % 50% | 60% | 65% | 70% | 70 % 72%
2 Tingkat waktu tanggap (response time rate)daerah
tayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) A% 50% | 60% | 65% | 70% | 70% 2%
3 Persentase korban bencana yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat 40% S0% | 60% | 65% | 7T0% | 70% 2%
4 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan
mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 40% 50% | 60% | 65% | 70% | 70% 72%
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Rencana Strateg's Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya tahun 2018-2023 merupakan turunan atas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD! tahun 2019 - 2023 Rencana Strategis Badan
Penangguiangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya adaiah sebagai pedoman
(guide hne) dan arahan bag segenap pimpnan dan jajaran  staf Badan
Penangguiangan Bencana Daeran dwdalam melaksanakan tugas fungsi dan tanggung
jawab dalam menyusun Decdagas kebiyakan program  dan  kegiatan  yang
berhubungan dengan Droses parencanaan pempangunan di Kabupaten Murung Raya.

Dalam melaksanasan tugas poxok dan fungsinya yang memberikan gambaran
tentang kinera Pelayvanan isu sy strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi,
Misi, Twyuan can Sasaran  serta sirateg dan kebgakan yang akan di tempuh dalam
$i58 wakiu Wma fahun mendatang Dokumen i diharapkan dapat menjadi komitmen
dan kesatuan Jalam menentukan aranh dan peran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Murung Raya dalam mewuudkan visi dan Misi Kabupaten
Murung Rayva sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya
2018-2023

Rencana Stategis i akan d jabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja
(RENJA) Bagan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya yang
pens: rencana program dan kegiatan priontas tahunan serta evaluasi terhadap
peaksanaan rencana kena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Murung Raya.



